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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.1.2 Kesimpulan Pemenuhan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak 

sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana 

Penjara di Atas 7 (Tujuh) Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

Dalam menangani perkara pidana anak, diperlukan adanya penerapan 

sistem yang berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh 

orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak harus memperhatikan adanya 

prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau the best interest of the child tanpa 

terkecuali. Dalam beberapa kasus, utamanya adalah sistem peradilan anak di 

Indonesia, berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan vonis pidana 

penjara yang diancamkan kepada anak menjadi salah satu faktor 

dikecualikannya anak untuk mendapatkan keadilan restoratif, dalam perkara 

pidana anak pada umumnya dilakukan melalui diversi. Kepentingan terbaik bagi 

anak memiliki tolak ukur utama bahwa pendapat atau keinginan pribadi anak 

harus dijadikan pertimbangan, termasuk dengan kondisi kehidupan si anak, 

khususnya adalah risiko adanya penderitaan kepada anak. Lingkungan dan 

kondisi keluarga dari anak juga patut diperhatikan, karena di dalamnya terdapat 

kemungkinan bahwa kebutuhan anak tidak terpenuhi baik secara emosional 

maupun mateeriil dan terdapat kemungkinan lain bahwa anak mendapatkan 

perlakuan tidak menyenangkan. Didasarkan pada pendapat Bismar Siregar dan 

Marc Ancel, pendekatan yang harus dilakukan kepada anak bukan hanya secara 

yuridis melainkan juga diharuskan dilakukan pendekatan berdasarkan sosial, 

ekonomi, dan budaya. Pendekatan utama yang harus dilakukan kepada anak 

adalah menelisik latar belakang dilakukannya tindak pidana oleh anak ditinjau 

berdasarkan motivasi, dorongan dan rasionalisasi anak. Hal ini yang perlu 

dikritisi dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dan penegak hukum katena 

belum dapat melakukan pendekatan secara mendalam terkait latar belakang atau 
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motivasi anak melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, prinsip kepentingan 

terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara di atas 7 (tujuh) tahun belum dapat terpenuhi dengan baik. Indonesia 

dapat merujuk kepada setiap negara yang dibandingkan, baik Amerika Serikat, 

Inggris dan Wales, Filipina, maupun Australia (Victoria), kendati sejauh 

penelitian Penulis, Filipina dapat dijadikan rujukan utama karena berhasil 

membangun sistem peradilan pidana anak yang sedemikian baik tanpa adanya 

pengklasifikasian dan pengecualian pemberlakuan diversi bagi anak sebagai 

pelaku tindak pidana. 

 

5.1.3 Kesimpulan Rasionalisasi Penerapan Keadilan Restoratif Bagi 

Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana 

Penjara di Atas 7 (Tujuh) Tahun 

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA telah melanggar prinsip non 

diskriminasi baik dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia itu sendiri 

dan UNCRC. Tujuan dari ditegakkannya hukum pidana di Indonesia adalah 

untuk memperoleh keadilan, dan keadilan yang dimaksud tidak hanya 

berorientasi kepada korban, tetapi juga kepada pelaku dan masyarakat. Dalam 

perkara pidana anak bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun seyogyanya tetap memperoleh 

penerapan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan dampak positif dan 

dampak negatif penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur penal, 

utamanya apabila anak dijatuhi pidana penjara. Penegak hukum harus dapat 

mempertimbangkan, apakah penjatuhan hukuman yang demikian akan 

membantu anak atau justru akan menyengsarakan anak. Beberapa anak memiliki 

stabilitas mental yang rendah, sehingga kasus bunuh diri anak di LPKA bisa saja 

terjadi kembali. Tidak hanya itu, jika melihat kembali teori prisonization yang 

dikemukakan oleh Donald Clemer, tentu penjara adalah sekolah kejahatan yang 

tidak baik bagi tumbuh kembang anak, terlebih kasus penempatan anak di 

Lembaga Pemasyarakatan Dewasa masih kerap terjadi, yang tentunya akan 

memberikan dampak lebih buruk kepada anak. Penerapan keadilan restoratif 

bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di 
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atas 7 (tujuh) tahun memiliki justifikasi untuk dilakukan dalam sistem peradilan 

pidana anak di Indonesia, selain dilanggarnya prinsip non diskriminasi dan 

belum terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, terdapat 

dampak negatif yang lebih besar dari diterapkannya jalur penal dibandingkan 

dengan tidak. Jika sistem peradilan pidana anak yang demikian terus berlanjut, 

maka besar kemungkinan anak-anak tersebut akan terus melakukan tindak 

pidana, diakibatkan oleh stabilitas mentalnya yang terganggu dan cara 

pandangnya yang berubah. Seluruh uraian di atas menjadi dasar pembenaran 

atau rasionalisasi yang logis agar tidak adanya pemetaan atau pengecualian 

pemberlakuan keadilan restoratif dan diversi bagi anak sebagai pelaku tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Pemberian 

ancaman pidana penjara kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau anak pelaku tindak 

pidana berat harus dijadikan last resort setelah upaya pemberian treatment 

kepada anak tidak berhasil menyadarkan anak sebagai upaya pencegahan anak 

menjadi seorang residivis. 

 

5.2 Saran 

  Diperlukan adanya reformasi terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, 

pasal yang diatur tidak sepatutnya bersifat diskriminatif dan terkesan abai 

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

di atas 7 (tujuh) tahun. Ketentuan pasal dalam Perja terkait dengan pengupayaan 

penerapan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana berat (kecuali tindak 

pidana korupsi) perlu dijadikan referensi. Dalam prosesnya, sistem peradilan 

pidana anak harus mampu melakukan pendekatan-pendekatan untuk 

menemukan latar belakang anak melakukan tindak pidana bukan pada saat sudah 

memasuki proses peradilan, melainkan sebelumnya. Dengan demikian, keadilan 

restoratif dapat diterapkan secara merata. Pemberian hukuman kepada anak 

sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 

(tujuh) tahun juga tidak dapat serta merta hanya memiliki pilihan untuk 

dipenjarakan, melainkan berdasarkan kebutuhan si anak tidak harus dijatuhi 
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penghukuman. Jika dalam proses pendekatan terhadap latar belakang anak 

ditemukan fakta bahwa anak tersebut mengalami perlakuan buruk dan 

menderita, maka pidana penjara tidak menjadi solusi. Anak tersebut lebih baik 

dirawat dan direhabilitasi oleh ahlinya. 
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